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	BUPATI SUMEDANG

	
	
	PROVINSI JAWA BARAT

	
	
	PERATURAN BUPATI

	NOMOR    /2026 

	
	
	TENTANG

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

	
	
	BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam pelayanan publik, maka dalam penyelenggaraan sistem informasi manajemen bangunan gedung, perlu menetapkan standar operasional prosedur persetujuan bangunan gedung;
b. bahwa sesuai ketentuan pasal 13 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, standar pelayanan dan standar operasional prosedur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;

	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);








2. Undang-Undang...


	
	
	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Transformasi Digital (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 45);

	
	
	MEMUTUSKAN:

	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG.

	KESATU
	:
	Standar Operasional Prosedur Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Ini.







KEDUA...
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	KEDUA
	:
	Pelaksana Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung terdiri atas:
a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai tugas mengesahkan persetujuan bangunan gedung yang dinilai telah memenuhi standar teknis
b. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik (Pengawas) mempunyai tugas Mengawasi pelaksanaan PBG dan  memastikan	semua permohonan mengenai persetujuan bangunan gedung telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang- undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas.
c. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik (Operator), mempunyai tugas:
1. melakukan Verifikasi lapangan (apabila diperlukan);
2. menagih retribusi kepada pemohon sesuai dengan perhitungan retribusi dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis; dan
3. memverifikasi bukti retribusi.

	KETIGA
	:
	Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	Ditetapkan di Sumedang

	
	
	pada tanggal   Januari  2026

	
	
	BUPATI SUMEDANG,

	
	
	ttd

	
	
	DONY AHMAD MUNIR




	LAMPIRAN

	PERATURAN BUPATI SUMEDANG

	NOMOR 000.8.3.3/KEP.678-DPMPTSP/2025

	TENTANG

	STANDAR	OPERASIONAL	PROSEDUR	 PERSETUJUAN		BANGUNAN	GEDUNG	DALAM PENYELENGGARAAN	SISTEM		INFORMASI	MANAJEMEN	BANGUNAN	GEDUNG	PADA		DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMEDANG

A. Bagan Alur Persetujuan Bangunan Gedung

	
No.
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	Ket.

	
	
	Pemohon
	Dinas PUTR
	Operator
	
Pengawas
	Kadi
s
	Kelengkapan
	Waktu
	Output
	

	1
	Pemohon Mengakses SIMBG. Bagi yang belum mempunyai akun maka terlebih dahulu membuat akun dengan cara memilih menu "Daftar" pada pilihan menu, Bagi yang sudah memiliki akun tinggal memasukan
Username/Nomor KTP dan Password yang sesuai.
	
	
	
	
	
	-
	Komputer/laptop, scanner,berkas persyaratan
	15
menit
	
	mempunyai hak akses
	
	

	2
	pemohon selanjutnya mengisi data lengkap sesuai format yang telah disediakan Pemohon mengajukan PBG
, mengisi data yang diminta sistem dengan lengkap dan selanjutnya mengunggah kelengkapan persyaratan yang
telah ditentukan melalui sistem
	
	
	
	
	
	-
	Komputer/laptop,
scanner,berkas
persyaratan, hak akses
	15
menit
	
	nomor register permohonan
	
	

	3
	operator DPUTR memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas awal yang telah diunggah dari pemohon apabila ada kekurangan dikembalikan kepada pemohon dan apabila lengkap dilakukan kajian teknis oleh TPT dan/atau TPA , melakukan perhitungan retribusi, membuat berita acara konsultasi permohonan penerbitan PBG dan membuat surat pemenuhan standar
teknis
	
	
	
	
	
	-
	nomor register, Komputer/laptop, scanner, Berita acara pemenuhan standar teknis
	27
hari
	
	Berita acara pemenuhan standar teknis, rincian retribusi, SKRD
	
	

	4
	Verifikasi lapangan dan melakukan Penagihan retribusi kepada pemohon sesuai dengan perhitungan retribusi dalam surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Dinas teknis, memverifikasi bukti retribusi, apabila tidak
sesuai berkas dikembalikan
	
	
	
	
	
	-
	Berita acara pemenuhan standar teknis, rincian retribusi, SKRD, Berkas permohonan
izin lengkap
	10
menit
	
	bukti bayar retribusi,
	
	rapat pembaha san apabila diperluk an





	5
	pengawas mengawasi pelaksanaan PBG dan memastikan semua permohonan mengenai PBG telah memiliki dokumen dan kebutuhan lain yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, sebelum disahkan oleh Kepala Dinas.
	
	
	
	
	
	-
	bukti bayar retribusi,Berkas permohonan ijin,
	10
menit
	
	Berkas persyaratan, bukti bayar retribusi
	
	

	6
	Kadis mengesahkan PBG yang telah memenuhi standar teknis, kesesuaian retribusi . Untuk selanjutnya pemohon dapat mengunduh sendiri PBG melalui email
yang sudah didaftarkan
	
	
	
	
	
	-
	berkas persyaratan,bukti
bayar retribusi, Komputer/laptop,
	15
menit
	
	PBG
	
	

	7
	Pemohon menerima SK PBG
	
	
	
	
	
	-
	SK PBG
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B. Bagan Alur Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

	





No.
	





KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	Ket.

	
	
	Pemohon
	



Analis Dokumen Perizinan
	




Tim Teknis
	



Kepala Bidang Perizinan
	



Kepala Dinas
	




Kelengkapan
	




Waktu
	




Output
	

	1
	Pemohon melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMBG.PU.go.id dan mengajukan ijin yang diinginkan dan ikuti tahapan yang ada pada sistem
	
	
	
	
	
	
	Komputer/lapto
p,	scanner, printer
	15 menit
	mendapat nomor register Formulir Permohonan
Izin (Per Izin)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
-
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Analis Dokumen Perizinan memeriksa kelengkapan berkas yang telah diupload dari pemohon. Jika sudah lengkap dan benar petugas mengklik tombol "Berkas Lengkap", jika belum maka petugas mengklik "Berkas Tidak Lengkap" selanjutnya berkas dilengkapi kembali oleh pemohon. Setelah berkas lengkap Petugas mengklik tombol "Berkas
Lengkap"
	
	
	
	
	
	
	
	

-
	Komputer/lapto p,	scanner, printer
	15 menit
	berkas	di proses atau di tolak
	

	
	
	
	
Tidak
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Analis	Dokumen	Perizinan	mengidentifikasi
apakah	perlu	untuk rekomendasi teknis dari dinas teknis (penelitian lapangan) atau tidak
	
	Ya
	
	
	
	
	
-
	Berkas
permohonan izin lengkap
	10 menit
	perlu
rekkomendasi atau tidak
	

	4
	Tim Teknis Melakukan Penelitian Lapangan, pembahasan dan Menyampaikan Dokumen Hasil Penelitian Lapangan Berupa Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan dan Rekomendasi Teknis kepada Analis Dokumen Perizinan
	
	
	
	




Tida
	




k
	
	Berkas permohonan ijin, Rancangan Berita Acara
	
	Rekomendasi Teknis/saran teknis, Rancangan SK Izin
	

	5
	Analis Dokumen Perizinan membuat dan menyampaikan rancangan izin kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
	
	
[image: ]
	

Ya
	
	
	Komputer/lapto p,
	15 menit
	Rancangan SK Izin
	




	6
	Kabid Pelayanan Perizinan menerima berkas permohonan untuk diverifikasi akhir sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas. Kabid Perizinan Bisa Menolak pengajuan Izin apabila berkas tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila berkas lengkap Kabid Perizinan merekomendasikan kepala Dinas untuk menandatangani dokumen Izin setelah pemohon memenuhi segala kewajibannya berupa pajak & retribusi (khusus unuk izin baru yang mewajibkan retribusi).
	
	
	
	





Tidak
	








Ya
	Berita	Acara, Rekomendasi Teknis, Rancangan	SK Izin
	10 menit
	Rancangan SK Izin
	

	7
	Penandatangan Sertifikat Laik Fungsi
	
	
	
	
	
	Berkas
permohonan izin lengkap
	10 menit
	-
	Surat Keputusan
	

	8
	Pemohon menerima Sertifikat Laik Fungsi
	
	
	
	
	
	
	
	
	



C. Bagan Alur Splitsing

	


No.
	


KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	Keterangan

	
	
	

Pemohon
	
Petugas Pelayanan
	Tata Usaha Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan
MPP
	

Kelengkapan
	

Waktu
	

Output
	

	
1
	
Mengajukan permohonan Splitsing Surat Keputusan Izin
	
	
	
	
	SK Izin asli dan foto copy
	
3 menit
	Permohonan Splitsing izin
	

	
2
	
Menerima permohonan Splitsing dan mencatat di buku agenda
	
	
	




Ya
	
	1. SK Izin asli dan foto copy
2. Permohonan
Splitsing izin
	
10 menit
	Permohonan Splitsing izin
	

	
3
	Mengecek kesesuaian sk izin dari pemohon dengan data pada aplikasi dan arsip pada DPMPTSP
	
	

Tidak
	
	1. SK Izin asli dan foto copy
2. Permohonan
Splitsing izin
	
30 menit
	
Draf SK izin Splitsing
	

	
4
	
Menanda tangan Splitsing / pemisahan Surat Keputusan
	
	
	
	
	
foto copy SK PBG/IMB
	
10 menit
	
SK izin Splitsing
	

	
5
	
Menerima SK Splitsing
	
	
	
	
	
SK Izin Splitsing
	
5 menit
	
SK izin Splitsing
	



D. Bagan Alur Duplikat/Salinan Surat Keputusan Perizinan

	


No.
	


KEGIATAN
	
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	


Keterangan

	
	
	

Pemohon
	Petugas Tata Usaha DPMPTSP
	Petugas Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan
MPP
	

Kelengkapan
	

Waktu
	

Output
	

	1
	Mengajukan permohonan Duplikat / salinan Surat Keputusan Perizinan
	
	
	
	
	SK Perizinan Asli, Foto Copi SK Perizinan (apabila ada), KTP
	3 menit
	Permohonan Salinan / duplikat
	Apabila SK Asli Hilang harus melampirkan Surat Keterangan kehilangan dari
kepolisian

	2
	Menerima permohonan Duplikat / salinan lalu menyampaikan ke Petugas Bidang Pelayanan Perizinan dan MPP
	
	
	
	
	kelengkapan berkas
	10 menit
	Berkas Permohonan
	

	3
	Petugas memeriksa berkas permohonan duplikat, jika sudah lengkap dan benar maka permohonan duplikat dapat diproses, jika tidak lengkap dan benar maka permohonan duplikat ditolak
	
	

Tidak
	





Ya
	
	kelengkapan berkas
	30 menit
	Berkas Permohonan dan arsip
	

	4
	Petugas membuatkan duplikasi SK Perizinan dan melakukan pencatatan pada buku permohonan duplikat Perizinan dan melakukan penelitian
lapangan jika diperlukan
	
	
	
	
	kelengkapan berkas
	10 menit
	SK Duplikat Perizinan
	

	5
	Pengesahan Duplikat Surat keputusan Perizinan
	
	
	
	
	SK Duplikat
	5 menit
	SK Duplikat yang sudah ditandatangan
	

	6
	Pemohon menerima Duplikat SK Perizinan
	
	
	
	
	salinan / duplikat SK
	5 menit
	Duplikat SK Perizinan
	





E. Bagan Alur Koreksi/Revisi Naskah Surat Keputusantidak


	
NO.
	
KEGIATAN
	Pelaksana
	Mutu baku
	Ket.

	
	
	
Pemohon
	Analis Dokumen Perizinan
	Tim Teknis
	Kepala Bidang Perizinan
	Kepala Dinas
	
Kelengkapan
	
Waktu
	
Output
	

	1
	Pemohon mengajukan ijin yang diinginkan dan ikuti tahapan yang ada pada sistem
	
	
	
	
	
	Berkas Persyaratan
	15
menit
	Formulir Permohonan Izin
	

	2
	Analis Dokumen Perizinan memeriksa kelengkapan berkas yang telah diupload dari pemohon. Jika sudah lengkap dan benar petugas mengklik tombol "Berkas Lengkap", jika belum maka petugas mengklik "Berkas Tidak Lengkap" selanjutnya berkas dilengkapi kembali oleh  pemohon.  Setelah  berkas  lengkap  Petugas
mengklik tombol "Berkas Lengkap"
	
	
tidak
	
	
	
	Berkas Persyaratan
	
15
menit
	berkas di proses atau di tolak
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Analis Dokumen Perizinan mengidentifikasi apakah perlu untuk rekomendasi teknis dari dinas teknis (penelitian lapangan) atau tidak
	
	
	
	
	
	Berkas permohonan izin lengkap
	10
menit
	Perlu rekomendasi atau tidak
	

	4
	Tim Teknis Melakukan Penelitian Lapangan, pembahasan dan Menyampaikan Dokumen Hasil Penelitian Lapangan Berupa Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan dan Rekomendasi Teknis kepada
Analis Dokumen Perizinan
	
	
	
	
	
	Berkas permohonan ijin
	
	Rekomendasi Teknis/saran teknis
	

	5
	Analis	Dokumen	Perizinan	membuat	dan menyampaikan rancangan izin  kepada Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan
	
	
	
	
	
	Rekomendasi Teknis/saran teknis
	15
menit
	Rancangan SK Izin
	

	6
	Kabid Pelayanan Perizinan menerima berkas permohonan untuk diverifikasi akhir sebelum ditandatangani oleh Kepala Dinas. Kabid Perizinan Bisa Menolak pengajuan Izin apabila berkas tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila berkas lengkap Kabid Perizinan merekomendasikan kepala Dinas untuk menandatangani 9 dokumen Izin setelah pemohon memenuhi segala kewajibannya berupa pajak & retribusi (khusus unuk izin baru yang  mewajibkan
retribusi).
	
	





tidak
Ya
	
	Berita Acara, Rekomendasi Teknis, Rancangan SK Izin
	10
menit
	Rancangan SK Izin
	




	7
	Penandatangan Surat Keputusan
	
	
	
	
	
	Berkas permohonan izin lengkap dan
Rancangan SK Izin
	10
menit
	Surat Keputusan yang ditanda tangani
	



F. Bagan Alur Legalisir

	


No.
	


KEGIATAN
	
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	Ket.

	
	
	

Pemohon
	

Petugas Pelayanan
	Tata Usaha Bidang Pelayanan Perizinan
dan MPP
	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
dan MPP
	

Kelengkapan
	

Waktu
	

Output
	

	

1
	

Mengajukan permohonan Legalisir surat Keputusan Izin
	
	
	
	
	
SK Izin asli dan foto
copy
	

3 menit
	
Permohonan Legalisir Izin izin
	

	

2
	

Menerima permohonan Legalisir dan mencatat di buku agenda
	
	
	
	
	

Buku agenda
	

10 menit
	
Permohonan Legalisir Izin
izin
	

	

3
	
Mengecek kesesuaian sk izin dari pemohon dengan data pada aplikasi dan arsip pada DPMPTSP, apabila tidak sesuai dikembalikan
	
	
Tidak
	Ya
	
SK Izin asli dan foto copy
	

30 menit
	
Permohonan Legalisir Izin izin
	

	

4
	

Menanda tangan SK Legalisir
	
	
	
	
	

foto copy sk izin
	

10 menit
	
SK izin legalisir
	

	

5
	

Pemohon Menerima SK Legalisir
	
	
	
	
	

SK Izin Legalisir
	

5 menit
	
SK izin Legalisir
	



H. Bagan Alur Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standar dan Perizinan yang Melalui OSS-RBA

	
No
	
KEGIATAN
	PELAKSANA
	MUTU BAKU
	KETERANGAN

	
	
	PEMOHON
	DINAS
TEKNIS
	DPMPTSP
	KELENGKAPAN
	WAKTU
	OUTPUT
	

	1
	Registrasi: Pendaftaran hak Akses dengan NIK E- KTP Passport dan nomor pengesahan badan usaha dan dasar hukum pembentukan , mengisi data usaha dan melakukan penguplodan dokumen yang
diminta oleh sistem
	
	







Tidak
	
	
	Dokumen Persyaratan
	15 Menit
	Akun OSS dan berkas pengajuan
	

	2
	Memeriksa Berkas Pengajuan
	
	
	
	
Ya
	
	Berkas Pengajuan pada OSS -RBA
	20 Menit
	Notifikasi Persetujuan
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Memeriksa Berkas Pengajuan
	
	
Tidak
	Berkas Pengajuan pada OSS -RBA
	15 Menit
	NIB, Sertifikat Standar, Izin
	

	4
	Penerbitan NIB, Sertifikat Standar, Izin
	
	
	Ya
	NIB, Sertifikat Standar, Izin
	15 Menit
	NIB, Sertifikat Standar, Izin
	




	BUPATI SUMEDANG,

	

	DONY AHMAD MUNIR
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